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¢ a.

BUPATI LEBONG,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetens!

Staf Ahli Kepala Dacrah;
bahwa Staf Ahli Bupati dalam kedudukannya sebagai
pembantu kepala daerah perlu secara sinergis selaras, dan
terpadu dalam melaksanakan tugas untuk mendukung tugas
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurufl a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lebong tentang Kedudukan dan Tata Hubungan Kerja
Staf Ahli Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Lebong.

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 2828 );

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tamb;gmn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53'5!3];

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014

nc tentang A

g;JPIIL H;;gara {Lembaran Negara Republik [ndonfsiap'?;tl?t:
: lomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 5494); G
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. Peraturan Daergh

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 20.14 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah chubag
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Un_dang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peml:nntglu'l?g
Daerah (Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun >
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones!
Nomar 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 21;116 tﬂntarfg
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017

tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606); P

Peraturan Menteri Pemberdayaan A
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tah
kompetensi Jabatan Aparatur

Republik Indonesia Tahun 2017

paratur Sipil Negara dan
hun 2017 tentang Standar
Sipil Negara (Berita Negara
Nomor 1907);

+ Daerah
Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

Kabupat
tentang Pembentukan peten Lebon

Kabupaten Lebon baran rangkat Daer
Tahun 2016 Numcf' 1[ g;::m Daerah Ka ah



MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KEDUDUKAN

DAN TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN LEBONG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Menctapkan

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong _
2. Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagal unsur

penyclenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Lebong.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong

Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Eupa_ti yang
mempunyai tugas mem i p isu = 1su
strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.

6. Perangkat Dacrah yang selanjutnya disebut Organisasi
Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan Dae
Kabupaten Lebong.

7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintah
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lebong.

g8 Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintah
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lebong.

9. Pemerintah Dacrah adalnh Bupati scbagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

10. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja

antara satu unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi

fungsional dan Administratif operasional, dan/atau taktis
operasional.

m b w

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
(1} Maksud d kan frst
aksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
mewujudkan keterpaduan tata hubungan kenja antar: nf':1$
Ahli Bupati dengan Gubernur, Sekretaris Daerah, Asi
i g:ln Perangkat Daerah. R
juan ditetapkannya Peraturan Bupati ini
; ui1 i
tztall}::n:{ngﬂ.n kerja Stafl Ahli Bupatﬁdalﬁﬁwagﬂj i
. uk menyusun mekanisme kerj \hij
ria Staf Ah
b. Menyusun hubungan kerja antara StnjEI iﬁ}:ﬂrgzr ti
pa

dengan Gubernur, Sekretari
Perangkat Daerah taris Daerah, Asisten dan



Bagian Ketiga
Kedudukan Stafl Ahli
Pasal 3
(1) Staf Ahli merupakan unsur pembantu Bupati
(2) Staf Ahli Bupati berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
(3) Stal Ahli Bupati adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(4) Staf Ahli Bupati secara teknis operasional bertanggung jawab
kepada Bupati dan  dalam  pelaksanean  tUgAs
dikoordinasikan olch Sckretaris Daerah.

BAB 11
BIDANG TUGAS DAN LINGKUP KERJA STAF AHLI BUPATI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Staf Ahli Bupati Terdiri Dari Atas ! »
a. Stafl Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
b.Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan.
c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia.

Bagian Kedua
Tugas Stafl Ahli
Pasal 5
(1) Tugas Stal Ahli Bupati memberikan masukan rek?mtndasi
terhadap isu-isu strategis kepada Bupat, scsual dengan
bidangnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang

diperintahkan vleh Bupati .

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Staf Ahli Bupali mempunyai fungsi :

a. penylapan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis
sesuni dengan bidang tugasnya;

b. penyiapan sarnn  kebijakan dan rekomendasi di bidang
kezhliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis,
konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam  bentuk
telanhan staf untuk bahan kebijokan Bupati;

c. pemberian  pertimbangan dan pengkajian  masalah
pemerintahan daerah dan aspek hukum dan politik, aspek
pemerintahan, aspek pembangunan, aspek kemasyarakatan
dan sumberdaya manusia, dan aspek ekonomi dan keuangan:

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(3) Dalam rangka memberikan telaahan dan pertimbangan
masing - masing Stal Ahli Bupati dapat memperoleh data
dan informasi pada bidang tugas yang lain

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli Bupati
di bantu oleh Subbagian Umum dan Tata Usaha Pimpin
pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten lcbui;n

Gtaf Ahli Bupat] Bida .
pa ng Pemerintahan, Hukum
Pusal 6 » dan Politik

(1) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum e
. » Politik dan intal
mempunyai  tugas  membanty ]Eu du Pemierin "
rekomendasi, telashan dan kaji pa memberikan

dalam bidang Hukum dan Politik, n::ﬂl;?l?jlp ipuvisu strategly




el

(2

(1)

a. Bidang Hukum:

produk hukum daerah.
penerapan produk hukum daerah.
sengketa hukum daerah.
hak-hak azasi manusia.
penerapan  peraturan dacrah
daerah dan perangkat daerah.
sinkronisasi peraturan daerah, Peraturan
dan Keputusan Bupati.
b. Bidang Politik :

1. perkembangan politik di daerah.

2. implikasi perkembangan dan situasi politik.

3. perkembangan dan (ugas organisasi pelitik, ormas

dan lembaga politik lainnya.

4. pelaksanaan demokrasi politik.

2.

G.

N

oleh pemerintah

Bupati

L

dinamika dan gejolak politik. _
upayn membangun demokrasi dalam kehidupan

berpolitik.
Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan
Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berilout :

1. penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan
daerah dalam bidang Hukum dan

pemerintahan
Politik;

2. pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan
penclaahan dan kajian dalam bidang Hukum dan
Politik;

3. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati

dalam kebijakan Hukum dan Politik;
4, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

dalam penclaahan dan pengkajian masalah Hukum
dan Politik;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati.

Paragraf 2
gtaf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan
Pasal 7

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan
ptmbangmﬂn mempunyai tugas membantu Bupati
!-,mn_-.bcnkan reko;ncndasi. telaahan dan kajian terhadap
isu-isu strategis dalam bidang E 1
i i g Ekonomi, Keuangan dan
a. Bidang Ekonomi :

1. pembangunan perekonomian umum.

2. pembangunan perekonomian produksi.

3. pembangunan perekonomian penunjang

4. pembangunan perekonomian strategis .
b. Bidang Pembangunan : e

|. pembangunan sosial ekonomi.
pembangunan sosial budaya.
pembangunan infra-struktur.
pembangunan sektor strategi.

Pcmbangu;nﬂn desa
daerah teriuulir_pc an, dacrah terpencil dan

e L




(2)

ayat (1), Stal Ahh
dan Keuangan mempunyai

¢. Bidang Keuangan :

1. pelaksanaan APBD dan ketentuan
pelaksanaannya.

2. sumber-sumber pendapatan dacrah  dengan
pinjaman daerah.

3. pembinaan hubungan Pemda dengan lembaga
keuangan.

4, pengembangan BUMD.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi

fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan telaahan dan kajian penyclenggaraan
pemerintahan  daerah dalam bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan,

b. pelaksanaan fasilitasi
penelaahan dan  kajian dalam bi

Keuangan dan Pembangunan, )
c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupat

dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
dalam penclaahan dan pengkajian masalah
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Bupati.

dalam melakukan
dang Ekonomi,

Paragraf 3

Staf Ahll Bupati Bidang Pemerintaban, Kemasyarakatan dan

(1)

Sumber Daya Manusia
Pasal 8

Staf Ahli Bupati Bidang Pemenintahan, Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati
memberikan rekomendasi, telaahan dan kajian terhadap
isu-isu strategis  dalam bidang Pemerintahan,
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, meliput :
g. Bidang Pemerintahan:
1. ketataprajaan.
2. hubungan dengan instansi vertikal.
3. ketentraman dan ketertiban.
4. penentuan, penataan dan penetapan batas wilayah.
5. pertanghan.
6. administrasi kependudukan dan Catatan sipil.
7. laporan dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan.
8. penyclenggaraan pemerintahan desa/kelurahan,
9. diklat/job training perangkat desa/kelurahan.
10. administrasi dan kekayaan desa.
11. pengembangan desa/kelurahan.
12. pemilihan kepala desa.
13. pelimpahan tu kepala
i s L CCNE SESCENS G
14. kewenangan ctonomi desa.
:g pcnh:,;lcnggamnn elonomi daerah di kabupaten.
_pr: sanaan urusan pemerintahan d
implementasi pembagian urusan . .
17. kerjasama antar daerah d i W
lainnya, an atau badan hukum



18. administrasi kepala daerah dan DPRD.

19,  pemilihan kepala dacrah.

20. pendapatan asli daerah,

21. produk kepala daerah di bidang otonomi dacrah.

22, pelaksanaan tugas kepala daerah.

23. pemckaran dacrah dan kecamatan.

24. peningkatan kapasitas dan pelimpahan urusan
pemerintahan kepada camat. ‘

25. tugas-tugas dckonsentrasi yang diberikan olch
pemerintah kepada Bupati.

26. tugas-tugas desentralisasi lainnya.

b. Bidang Kemasyarakatan :

1. pembinaan lembaga
pengembangan potensi.

2. pengembangan partisipasi masyarakat.

3. pembinaan dan pelestarian kelembagaan adat,
seni budaya dan nilai-nilainya.

4, pemantapan ketahanan masyarakat.

5. pemberdayaan masyarakat.

kemasyarakatan dan

c. Bidang Sumber Daya Manusia :
1. pembinaan dan pengembangan SDM masyarakat.

2. pembinaan dan pengembangan SDM aparatur.
3. kerjasama dalam pengembangan SDM aparatur
dan SDM masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada

2)

t ayat (1), Stal Ahli Bupat Bidang Pemerintahan,
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai
fungsi scbagai berikut :

a. penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam bidang Pemerintahan,
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

b. pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan
dan kajian dalam bidang Pemerintahan,
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati
dalam kebijakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
dalam penelaahan dan pengkajian masalah
Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia;

€. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Lingkup Kerja
1 1) Lin . Px_as.n]g
| () Lingkup Kerja Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,

:. Hukum dan Politik meliputi ury i
1 . Egku Py paliLiIlJ: san pemerintahan, urusan
p Kerja Staf Ahli Bupati Bid i
ﬂan Pembangunan meliputi umﬁ Et?:;?imll'l{wanm
(@) Lingly an dan urusan pembangunan et o
ngkup Kerja Staf Ahlj Bupati Bid
ang Kemasyarakatan dan

) Sumber Daya Manusia meliputi
urusan sumber daya mnu;': t urusan kemasyarakatan dan



BAB III
TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Bentuk Tata Hubungan kerja
Pasal 10
(1) Penyclenggaraan Tugas Staf Ahli Bupati dilakukan melalui
hubungan kerja yang meliputi konsultatif, kolegial,
fungsional, struktural, dan koordinatil
(2) Pelaksanaan hubungan kerja scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, dan
profesional.

(3) Bagan Tata Hubungan Kerja Stal Ahli Bupati Dalam
Penyclenggaraan  Pemerintahan Daerah  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dar Peraturan Bupati ini;

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Konsultatif
Pasal 11 _
(1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 ayat (1], dilakukan untuk menyamakan persepsi
dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan !'l._mgs: mgsmg-
masing sesuai dengan kewenangan Stal Ahli Bupati dan

Perangkat Daerah. ‘
Jtatif sebagaimana dimaksud pada ayat

[2) Hubungan kerja konsu L
(1), dapat dilakukan pada hubungan struktural Stalfl Ahh

Bupati secara berjenjang dengan Perangkat Daerah.

Pasal 12
Bentuk hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 sebagai berikut :
a. Staf Ahli Bupati dapat meminta pendapat, data dan informasi
mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan penyusunan
telaahan kepada Perangkat Daerah secara lisan dan/atau

tertulis.
b. Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan Staf Ahli Bupati

dalam penyusunan perumusan kebijakan Daecrah/Bupati,

c. Perangkat Daerah dapat meminta pendapat dari Stafl Ahli
Bupati terkait perumusan kebijakan yang menjadi tugas dan
fungsinya, secara lisan danfatau tertulis.

Pasal 13
Pelaksanaan hubungan kenja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dilakukan dalam rangka perencanaan, perumusan,
telaahan dan/atau bahan analisis kebijakan Daerah/Bupatl
serta pelaksanaan tugas dan fungsi Stal Ahli Bupati dcngm-:
perangkat daerah.

Bagian Kctiga
Hubungan Kerja Kolegial
(1) Hubungan kerja kole FH']ES-E] be
pasal 10 ayat ( F] dilnkufan uﬂ;ﬁﬁmana dimaksud dalam
A. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam
melaksanakan beban kera dan tanggung jawab bagi
peningkatan produktifitas dan kinerja; dan ! e



% ;:E:%;E::i:gk““ semangat kebersamaan dan mengontrol
dalern It me struktural yang umumnya berkembang
(2) Hub ubungan struktural yang cenderung terpusat.
ubungan kerja kolegial dapat dilakukan dcngan
mengutamakan musyawarah dan langgung jawab bersama.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja Fungsional
Pasal 15
onal sebagnimana dimaksud dalam
akukan untuk memberikan peran

substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi Staf Ahli Bupali dengan Perangkat Daerah.
dilakukan sesuai dengan

(2) Hubungan kerja fungsional
dalam melaksanakan tugas

kompetensi dan kemandirian
dan fungsi Staf Ahli Bupati dengan perangkat Daerah.

Pasal 16

Bentuk Hubungan Kerja Fungsional, scbagai berikut : .
u tidak diminta oleh Bupat

a. Staf Ahli Bupati diminta ata b
memberikan telaahan kepada Bupali sesuai dengan bidang
tugas masing = masing.

b. Staf Ahli Bupati tidak dapat menyampaikan telaahan yang
disampaikan kepada Bupali sccara lisan dan tertulis kepada
Perangkat Daerah dan pihak lain.

c. Perangkat  Daerah menyampaikan tembusan naskah
kebijakan kepada Stal Ahli Bupati dan dijadikan sebagai
dasar penyusunan kajian oleh staf Ahli Bupati dalam rangka
memberikan referensi dan pertimbangan kepada Bupat.

d. Perangkat Dacrah dapat menjadikan Staf Ahli Bupati sebagai
Narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing.

(1) Hubungan kerja fungsi
pasal 10 ayat (1), dil

Bagian Kelima
Hubungan Kerja Struktural
Pasal 17
(1) Hubungan  kerja St_rulc}‘.ura] dimaksudkan untuk
meng-:rn}]angka:_: kepemimpinan secara berjenjang antara
Staf ﬁh]] Bupati dengan Perangkat Daerah dalam susunan
organisasi perangkat Dacrah, dengan tetap melaksanakan
masing-masing tugas pokok dan fungsi
Fmer gsi secara bertangpung
{2) Hubungan kera Struktural sebagai i
gaimana dimaksud dalam
pasal 10 pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yan
L;:]::;ﬂ;:ing::rnlnms. _sclaras, komprehensip dan tidnf:
n kepentingan i -
degis pentingan tugas pokok dan fungsi masing -

Bentuk hubungan kerja :t?f:ﬂl':ltl.l:fal bagai i

Eaﬁ:nlék Pasal 17 ﬂcpz?agnihb:;'ukut : ) T s Cmakand

hr xﬁﬂﬂ;ﬂ&&nﬁ s ngan kerja dikoordinasikan oleh
aan pola hubungan kerja berorientas| pada upaya

pencapaian visi dan misi i
dan fungsinya. misi Daerah sesuaj dengan bidang tugas



d. Rencana .
disusun d;ﬁ:‘;"ﬂ" Ethﬂgﬂlmm]n dimaksud pada hurul ¢
dan. tneminet; rangka memberikan dukungan kepada Bupati
Ahli B pertimbangkan pelaksanaan hubungan kerja Staf
i upali dmgﬂn Perangkat Daerah.
. Ahli Bupati dapat mengundang Kepala Perangkat Dacrah
um‘fk meminta informasi untuk dijadikan bahan analisis
kebijakan Daerah/Bupati.

Baginn Kelima
Hubungan Kerja Koordinatif
Pasal 19
(1) Hubungan kerja koordinalil sebagaimana dimaksud dalam

pasal 10 ayat (1}, dilakukan untuk pengembangan hubungan
uh kembangkan

kerja secara struktural dengan menumb
semangat kolegial yang sinergis dan terpadu  dalam
penanganan dan penyclesaian tugas dan fungsi sesual
wewenang Stal Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah.

(2) Bupati dapat meminta pertimbangan Staf Ahli Bupati dan

perangkat daerah secarn koordinatif sesuai tugas fungsi.
dilaksanakan untuk

(3) Hubungan kerja koordinatil 1
i -ndih dan duplikasi program dan
al dan menjamin keselarasan

kegiatan secara substansi
dengan Perangkat

program dan kegiatan Staf Ahli Bupati
Daerah.
natif sebagaimana dimaksud pada

(4) Hubungan kerja koordi
dilaksanakan dengan sarana Yang

ayat (1] dan ayat (2) ; 1
menjamin kelancaran, kemudahan, efcktifitas dan efesiensi.

Pasal 20
Jenis hubungan kerja koordinatif sebagaimana dim
pasal 19 meliputi :
a. Koordinasi fungsional bersifat lintas scktoral, antara Stal Ahli
Bupati dengan Perangkat Dacrah yang memiliki keterkaitan
berdasarkan fungsi dalam melaksanakan kegiatan.
b. Koordinasi instansional bersifat multi sektoral, yang
dilaksanakan antara Stal Ahli Bupati dengan Perangkat
Daerah yang memiliki keterkaitan secara instansional.

aksud dalam

Pasal 21
Bentuk hubungan kcrjnlkmrdinuljf scbagaimana dimaksud
dalam pasal 19, Staf Ahli Bupati dapat diikutsertakan dalam
forum koordinasi kegintan :
a. Penyusunan  rumusan dan  penetapan  kebijaka
" m " n
Dacrah/Bupati untuk dijadikan sebagai |;m3:u:|+urru-:|.r1|J dan
arahan bagl Pemerintah Dasrah.
b. Perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah D
. aerah van
terkait dengan perencanaan, pengawasan -
penyelenggaraan pemerintahan, dan evaluasi
¢. Penyusunan program dan Rencana Strategi i
g Erae:!ah melalui rapat koordinasi. °gis Pemerintah
. Pengintegrasian rencana program dari be < .
. :;:Er:ih;ng: dan utll-gnbr:sani melalui rapat kmrdi.-:-::igm instansi,
: asan i : . )
ditangani bersa roagai h“_' yang perlu dikonsultasikan dan
. Pesrtentuicen ma melalui temu konsultasi
y gugus  kerja/ti —
berbagai Perangkat Da:rlg?‘”:ﬂm kF’]a yang melibatkan
an instansi terkait untuk

menangani  berbagai \
bersama - sama gl persoalan yang dipecahkan secara

g- Penelitian dan F"‘.:ﬂgfrnhangan



BAB IV
mwam KERJA STAF AHLI DENGAN SEKRETARIB
RAH, ASISTEN DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
Pasal 22
(1) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Sckretaris Daerah,
Asisten dan Kepala Perangkat Daerah dilakukan dengan cara
melakukan dukungan kebijakan dan administrasi, asistensi,
supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta
monitoring dan cvaluasi.
(2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menghasilkan antara lain berupa telaghan  staf dan
intervensi kebijakan.

Pasal 23 ) N
(1) Hubungan kerja Stal Ahli Bupati scbagaimana dim S:J.ll:-
pada pasal 22 ayat (1), difasilitasi melalui salah satu 5';
bagian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupatenl
lﬂbﬂng # . .
(2) Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan pimpinan bagl Stc:]ai'
Ahli Bupati diatur sesuai mekanisme Yyang berlaku pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong

BABV
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 24
(1) Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja
pelaksanaan  tugas, gtaf Ahli  Bupati melakukan
pengembangan kompetensi
(2) Pengembangan kompetensi Staf Ahli Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan perilaku staf ahli sesuai
dengan tugas jabatannya, melalui kegiatan pengembangan
sumber daya manusia.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 25
(1) chdar::;n pciaks;;ta;n tugas Staf Ahli Bupati dibebankan
o .
ﬁmng ggaran ndapatan Belanja Daerah Kabupaten
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} difasilitasi
_ fi
melalui _sa]ah satu sub bagian 1;:ta|urla}‘Ir B.gfgi}anl aal;tam
& g:k;etanat Daerah Kabupaten Lebong o
ndanaan sebagaimana dimaksud i
pada

galam program dan kegiatan sesuai denganatl;a ; [2'; dlsuauq

taf Ahli Bupati gas dan fungsi
(4) Program dan kegiatan sebapai :

berupa koordinas, knnaqu;ima:;;a C::m;fal;sud pada ayat (3)
evaluasi, asistensi, supervisi. bimti i monitoring dan

(5) Pengelolaan belanja untuk Ptlaksai an pendampingan
Staf Ahli Bupati sesuai etbntis 2an tugas dan fungsi
peraturan  perundang-



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan

Bupati Lebong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas
dan Fungsi Sckretariat Dacrah Kabupaten Lebong dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasnl 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar  seliap  orang mengelahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

diundangkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 16 Desember 2019

(TBUPATI LEBD‘HE%’

{!!- ROSJONSYAH
Diundangkan di Tubei

pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS D ATEN LEBONG,

al”
H.MUST

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHNUN 2019 NOMOR 55

UDATEN LERONG,

PENERITAH KABUPATEN LEBONG,
-BAGIAN HUKUM -

PENELAMH PRODUK HUXUM
ABUPKTEN \EBONG \ i
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